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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Hasil Penelitian Terdahulu
1. Penelitian Terdahulu (Muhammad Gilang Pramana dan Raden Deni Atmiral, 2025), dengan judul “Kualitas Pelayanan Aparatur Desa Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang” bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan aparatur desa dalam penerbitan SKTM dengan menggunakan teori SERVQUAL yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990), yang meliputi lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Pada dimensi tangibles, kualitas pelayanan dinilai baik, namun masih terdapat kendala berupa ruang tunggu yang kurang nyaman, pendingin ruangan yang tidak berfungsi optimal, serta belum tersedianya papan informasi pelayanan. Pada dimensi responsibilitas, pelayanan SKTM dinilai berkualitas karena aparatur desa mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanggap serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dimensi assurance juga menunjukkan hasil yang baik, ditandai dengan adanya jaminan ketepatan waktu, kepastian biaya pelayanan, serta legalitas dokumen yang diterbitkan. Sementara itu, pada dimensi empathy, pelayanan dinilai cukup baik, namun masih ditemukan aparatur yang kurang ramah dalam melayani masyarakat, sehingga belum
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sepenuhnya sesuai dengan prinsip empati dalam pelayanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan SKTM di Desa Sidodadi telah berjalan dengan baik, khususnya pada aspek responsiveness, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai pelayanan publik yang optimal.
2. Penelitian Terdahulu (Norainah dan Jauhar Arifin, 2023) dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik Dilihat dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kantor Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong” bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada aspek responsiveness dalam pelayanan pembuatan SKTM. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dimensi responsiveness dengan menggunakan empat indikator, yaitu merespons setiap penerima layanan, memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, memberikan pelayanan dengan waktu yang tepat, serta merespons keluhan penerima layanan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan, diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan publik dalam pembuatan SKTM di Kelurahan Sulingan dinilai berkualitas. Dua informan menyatakan pelayanan tergolong sangat berkualitas, satu informan menyatakan berkualitas, dan dua informan lainnya menyatakan cukup berkualitas. Secara keseluruhan, mayoritas informan menilai bahwa aparatur kelurahan telah menunjukkan ketanggapan yang baik dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pelayanan
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pembuatan SKTM di Kantor Kelurahan Sulingan telah berjalan dengan baik pada aspek responsiveness, ditandai dengan kesigapan aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, serta kemampuan merespons keluhan masyarakat sesuai dengan kriteria pengukuran kualitas pelayanan.
3. Penelitian Terdahulu (Dita Laela Nur Rachma & Noviyanti, 2023) dengan judul “Kualitas Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Balai Desa Waru Kabupaten Sidoarjo” bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pengurusan SKTM, Dalam penelitian ini, dimensi responsiveness diukur melalui dua aspek utama, yaitu kesediaan petugas pelayanan dalam membantu masyarakat serta kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang tanggap melalui penyampaian informasi secara cermat, cepat, dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kesediaan membantu masyarakat, petugas pelayanan Balai Desa Waru telah menunjukkan kinerja yang baik. Petugas secara aktif membantu masyarakat dalam memeriksa kelengkapan persyaratan, mencetak dokumen SKTM, serta mendampingi masyarakat dalam proses pengurusan SKTM melalui aplikasi SIPRAJA. Bentuk bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat, terutama usia dan tingkat pemahaman pengguna layanan, sehingga pelayanan yang diberikan bersifat kondisional dan sesuai dengan asas pelayanan publik. Pada aspek pemberian pelayanan yang tanggap, hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pelayanan mampu merespons keluhan dan persoalan masyarakat dengan cepat dan tepat, kecuali pada


kondisi tertentu seperti antrean yang meningkat atau jumlah pengunjung yang ramai. Petugas juga dinilai sigap dalam memberikan penjelasan terkait prosedur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan SKTM, khususnya bagi masyarakat yang belum memahami mekanisme pelayanan berbasis aplikasi. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan yang diteliti, dimensi assurance (jaminan) dan responsiveness (daya tanggap) dalam pelayanan pengurusan SKTM di Balai Desa Waru telah terpenuhi dan dinilai berkualitas.
4. Penelitian Terdahulu (Agung Kurniawan, Julia Ivanna, 2025) dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik di Desa Klambir Limakebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang” bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di tingkat desa dengan menggunakan teori SERVQUAL yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, yang mencakup lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi responsiveness (daya tanggap), kualitas pelayanan publik di Desa Klambir Limakebun masih belum optimal. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap daya tanggap aparatur desa. Sebagian masyarakat mengapresiasi kesediaan perangkat desa dalam mendengarkan keluhan dan kebutuhan warga, namun pada saat yang sama mereka menilai bahwa respons aparatur dalam menangani masalah dan keluhan cenderung lambat, terutama pada situasi yang


membutuhkan penanganan cepat. Masyarakat sering kali harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik di Desa Klambir Limakebun pada aspek responsiveness masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan respons aparatur desa terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Penelitian Terdahulu (Muhaini Prihatin, Zaili Rusli, & Hasim As’ari, 2021) dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Camat Dumai Kota” bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik dengan dimensi SERVQUAL yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy sebagai indikator pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi responsiveness (daya tanggap), kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Dumai Kota masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diperoleh informasi bahwa pegawai dinilai kurang tanggap dalam memberikan pelayanan, yang ditunjukkan dengan penyampaian informasi yang berbelit-belit dan kurang jelas sehingga membingungkan masyarakat. Pegawai dinilai belum mampu memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, meskipun telah memiliki pengalaman dalam  melayani  masyarakat.  Temuan  lainnya  menunjukkan  bahwa


banyaknya jenis pelayanan administrasi, khususnya pengurusan surat pengantar dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), menyebabkan tingginya jumlah masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan. Kondisi tersebut menuntut pegawai untuk bekerja secara cepat dan responsif. Namun, dalam praktiknya masyarakat masih merasakan adanya keterlambatan pelayanan, terutama dalam pengurusan SKTM yang membutuhkan waktu relatif lama, yakni sekitar dua hingga tiga hari apabila diproses melalui kantor camat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pegawai Kantor Camat Dumai Kota telah berupaya memberikan pelayanan publik secara maksimal, kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat masih belum optimal. Rendahnya daya tanggap pegawai serta sikap pelayanan yang kurang ramah menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, khususnya dalam pengurusan SKTM.
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Sumber : Peneliti tahun 2026

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan administrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), menunjukkan hasil yang beragam apabila ditinjau dari aspek responsivitas. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelayanan SKTM telah berjalan dengan baik dan berkualitas, ditandai dengan kesigapan aparatur dalam merespons kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, serta kesediaan membantu masyarakat dalam proses pelayanan administrasi. Hal ini terlihat pada penelitian yang dilakukan di beberapa desa dan kelurahan, di mana aspek responsivitas dinilai telah terpenuhi dengan baik. Namun demikian, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa studi mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan publik pada aspek responsivitas masih belum optimal. Temuan tersebut ditandai dengan lambatnya respons aparatur dalam menangani kebutuhan dan keluhan masyarakat, penyampaian


informasi yang kurang jelas, serta keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi, termasuk pengurusan SKTM. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh tingginya beban pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur pelayanan. Perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada aspek responsivitas belum bersifat seragam dan sangat dipengaruhi oleh konteks wilayah, karakteristik organisasi pelayanan, serta kondisi aparatur yang menjalankan pelayanan. Oleh karena itu, penelitian mengenai kualitas pelayanan SKTM ditinjau dari aspek responsivitas masih relevan untuk dilakukan, khususnya pada tingkat desa.
Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada kualitas pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kantor Desa Pamarangan Kiwa, dengan menitikberatkan pada aspek responsivitas aparatur desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana daya tanggap aparatur desa dalam memberikan pelayanan SKTM, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang memengaruhi ketanggapan pelayanan kepada masyarakat.
B. Landasan Teori

1. Administrasi Publik
Administrasi publik merupakan bidang kajian yang membahas aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kepentingan publik. Menurut Dwiyanto (2014), administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai  aktivitas  birokrasi  pemerintahan,  tetapi  juga  sebagai  proses


pengelolaan kebijakan publik dan pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Administrasi publik menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Pendapat serupa dikemukakan oleh (Henry, 2010) yang menyatakan bahwa administrasi publik merupakan studi mengenai bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi oleh organisasi publik. Dalam konteks ini, administrasi publik memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah, termasuk pelayanan administrasi desa, dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas administrasi publik sering kali tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi seperti pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan administrasi publik di tingkat desa, yang menuntut aparatur desa untuk bekerja secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pelayanan kepada masyarakat. (Hasibuan, 2007) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian,


pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks sektor publik, tujuan utama manajemen adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata keuntungan. Menurut (J. V. Denhardt & R. B. Denhardt 2015) dalam konsep New Public Service, manajemen publik menekankan bahwa aparatur pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat (serving rather than steering). Artinya, keberhasilan manajemen publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan aparatur dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat.
Manajemen publik juga berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Aparatur desa dituntut memiliki kompetensi, kedisiplinan, dan komitmen pelayanan yang tinggi agar mampu memberikan pelayanan yang responsif. Lemahnya manajemen publik, seperti pembagian tugas yang tidak efektif atau keterbatasan sumber daya aparatur, dapat berdampak pada rendahnya daya tanggap dalam pelayanan publik, termasuk dalam pelayanan pembuatan SKTM.
3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Hasibuan, (2007) menegaskan bahwa pelayanan pada hakikatnya adalah aktivitas yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pihak yang
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dilayani melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Dalam konteks pemerintahan, pelayanan publik menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi ini menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Di tingkat desa atau kelurahan, pelayanan publik memiliki karakteristik yang khas karena aparat desa berhadapan langsung dengan masyarakat dalam skala yang lebih kecil dan personal. Dwiyanto (2014) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik di tingkat lokal sangat menentukan citra pemerintah di mata masyarakat karena desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik di desa tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek prosedural, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sering diberikan oleh pemerintah desa atau kelurahan adalah pelayanan administrasi sosial, seperti penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pelayanan ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan.
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4. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan ukuran sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Menurut (Tjiptono, 2016) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam konteks pelayanan publik, masyarakat diposisikan sebagai pengguna layanan yang berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan manusiawi. Hasibuan (2007) menyatakan bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, sistem pelayanan, serta sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas fisik, tetapi juga oleh bagaimana aparatur berinteraksi dengan masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, kualitas pelayanan publik dipahami secara subjektif berdasarkan pengalaman dan persepsi masyarakat. Hardiansyah (2018) menegaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada persepsi pengguna layanan terhadap proses pelayanan yang mereka terima. Oleh karena itu, kualitas pelayanan bersifat kontekstual dan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, meskipun regulasi yang digunakan relatif sama. Pelayanan yang berkualitas akan menciptakan kepuasan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebaliknya, pelayanan yang


buruk dapat menimbulkan ketidakpuasan, keluhan, dan bahkan konflik antara masyarakat dan aparatur pelayanan.
5. Teori Kualitas Pelayanan (SERVQUAL)
Teori SERVQUAL yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk mengkaji kualitas pelayanan. Teori ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat dianalisis melalui lima dimensi utama, yaitu tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati) (Zeithaml et al., 1990 dalam Hardiansyah, 2018). Kelima dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan.
a. Tangibles

Dimensi tangibles merujuk pada aspek fisik yang dapat dilihat secara langsung oleh pengguna layanan. Dimensi ini mencakup kondisi fasilitas pelayanan, peralatan yang digunakan, kelengkapan sarana prasarana, serta penampilan aparatur pelayanan. Dalam konteks pelayanan publik, tangibles mencerminkan kesan awal masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Fasilitas kantor yang bersih, tertata rapi, memiliki ruang tunggu yang layak, serta aparatur yang berpenampilan rapi dan sopan dapat meningkatkan persepsi Masyarakat terhadap profesionalitas penyelenggara pelayanan. Meskipun dimensi ini tidak secara langsung berkaitan dengan hasil pelayanan, bukti fisik menjadi indikator penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.


b. Reliability (Keandalan)

Reliability mengacu pada kemampuan penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan sesuai dengan janji atau standar yang telah ditetapkan secara konsisten dan akurat. Dimensi ini menekankan pada ketepatan prosedur, kejelasan alur pelayanan, serta kesesuaian hasil pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelayanan administrasi publik, keandalan tercermin dari kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pelayanan tanpa kesalahan, mengikuti prosedur yang berlaku, serta memberikan hasil pelayanan sesuai dengan ketentuan. Tingginya tingkat reliability menunjukkan bahwa pelayanan dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga mengurangi ketidakpastian dan potensi keluhan pengguna layanan.
c. Responsiveness (Responsivitas)

Responsiveness merupakan kemampuan dan kesediaan aparatur dalam membantu masyarakat serta memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Dimensi ini menekankan pada kecepatan pelayanan, ketanggapan terhadap permintaan atau keluhan masyarakat, serta kesiapan aparatur dalam merespons kebutuhan pengguna layanan. Dalam konteks pelayanan publik, responsiveness menjadi dimensi yang sangat krusial karena berhubungan langsung dengan waktu tunggu masyarakat. Aparatur yang responsif tidak hanya mampu memberikan pelayanan dengan cepat, tetapi juga bersedia memberikan informasi yang jelas terkait proses pelayanan apabila terjadi


keterlambatan. Rendahnya responsiveness sering kali menjadi sumber utama ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
d. Assurance (Jaminan)
Dimensi assurance berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi, serta sikap aparatur dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat. Dimensi ini mencakup kemampuan aparatur dalam menjelaskan prosedur pelayanan, kepastian hukum atas pelayanan yang diberikan, serta sikap sopan dan profesional dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam pelayanan publik, assurance sangat penting karena masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pelayanan yang diterima sah secara hukum, tidak menyimpang dari aturan, serta dilaksanakan oleh aparatur yang kompeten. Tingginya tingkat assurance akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik.
e. Empathy (Empati)

Empathy merujuk pada perhatian dan kepedulian aparatur terhadap kebutuhan individu masyarakat. Dimensi ini menekankan pada kemampuan aparatur untuk memahami kondisi, keterbatasan, serta kebutuhan khusus pengguna layanan, serta memberikan pelayanan secara adil dan manusiawi. Dalam pelayanan publik, empati tercermin dari sikap aparatur yang ramah, komunikatif, tidak diskriminatif, dan bersedia mendengarkan keluhan masyarakat. Pelayanan yang berlandaskan empati dapat meningkatkan  kepuasan  masyarakat  karena  pengguna layanan


merasa dihargai dan diperlakukan secara adil sebagai subjek pelayanan, bukan sekadar objek administrasi.
Namun, dalam penelitian kualitatif, teori SERVQUAL tidak digunakan sebagai alat ukur yang kaku, melainkan sebagai kerangka konseptual untuk memahami fenomena pelayanan secara mendalam. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dimensi responsiveness dan dalam penelitian ini akan digunakan istilah responsivitas, karena berdasarkan penelitian terdahulu dan kondisi empiris di lapangan, dimensi ini menjadi faktor dominan yang memengaruhi kepuasan masyarakat dalam pelayanan penerbitan SKTM khususnya di Desa Pamarangan Kiwa, Kec. Tanjung Kab. Tabalong
6. Responsivitas dalam Pelayanan Publik

Responsivitas merupakan dimensi kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan aparatur dalam membantu masyarakat serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan tanggap. Zeithaml et al. (1990) menyatakan bahwa responsiveness mencerminkan keinginan penyedia layanan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan segera. Menurut Sinambela (2014), daya tanggap aparatur pelayanan publik mencerminkan tingkat kepedulian aparatur terhadap kebutuhan masyarakat serta kemampuan mereka dalam merespons permintaan, keluhan, dan permasalahan masyarakat secara efektif. Pelayanan yang responsif akan memberikan kesan positif kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks pelayanan SKTM, daya tanggap aparatur desa menjadi sangat penting karena pelayanan ini sering bersifat


mendesak dan berkaitan langsung dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keterlambatan atau kurangnya respons aparatur dapat berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap bantuan dan layanan sosial lainnya.
Berdasarkan pengembangan teori SERVQUAL Zeithaml et al. (1990) yang dikutip dalam buku Kualitas Pelayanan Publik karya Hardiansyah (2018) dan hasil kajian penelitian terdahulu, aspek responsivitas dalam penelitian ini dikembangkan menjadi enam indikator sebagai pedoman dalam pelaksanaan wawancara dan observasi lapangan, yaitu:
a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan
b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat

c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat

d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat

e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat

f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas

Keenam indikator tersebut digunakan sebagai pedoman utama dalam menggali data empiris terkait kualitas pelayanan penerbitan SKTM dari aspek responsivitas.
7. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai Pelayanan Publik

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan dokumen administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah desa atau kelurahan sebagai bukti bahwa seseorang atau keluarga berada dalam kondisi ekonomi kurang


mampu. SKTM digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh berbagai bentuk bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan bantuan pendidikan.
Pelayanan penerbitan SKTM menuntut aparatur desa untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi, karena masyarakat yang mengajukan SKTM umumnya berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Oleh karena itu, pelayanan SKTM tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari aspek sikap dan daya tanggap aparatur dalam melayani masyarakat.
8. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. pemerintahan di tingkat desa memiliki landasan hukum utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam konteks pelayanan publik, terdapat beberapa poin krusial dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang mendasari kewajiban aparatur desa:
a. Tugas Kepala Desa (Pasal 26)

Undang-Undang ini memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kewajiban spesifik yang disebutkan adalah


memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa. Hal ini menegaskan bahwa fungsi pelayanan bukanlah sekadar aktivitas tambahan, melainkan tugas pokok yang melekat pada jabatan Kepala Desa.
b. Kewajiban Aparatur Desa
Perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah desa harus memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam sistem birokrasi Indonesia. Oleh karena itu, pelayanan administrasi sosial (seperti pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM) di tingkat desa menjadi sangat vital karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam mengakses jaminan kesehatan dan pendidikan.
Dengan adanya payung hukum ini, setiap upaya untuk meningkatkan responsivitas pelayanan di kantor desa merupakan perwujudan dari mandat undang-undang guna memastikan kehadiran negara dalam memfasilitasi hak-hak sosial masyarakat secara cepat, tepat, dan cermat.


C. Kerangka konseptual

Tabel 2.2 Kerangka Konseptual
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa


Teori SERVQUAL yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990) dalam Hardiansyah (2018)


Indikator Kualitas Pelayanan Dilihat dari Aspek Responsivitas Zeithaml et al. (1990) yang dikutip dalam buku Kualitas Pelayanan Publik karya Hardiansyah (2018) yaitu :
a. Merespon	setiap	pelanggan/pemohon	yang	ingin mendapatkan pelayanan
b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat
d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas


“Responsivitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pada Kantor Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.”
Responsif


Sumber : Peneliti tahun 2026
